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BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam menjamin hak setiap

individu atas data pribadinya. Meskipun regulasi ini telah mengatur

mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pelindungan data guna

mencegah penyalahgunaan serta melindungi privasi masyarakat, namun

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

Pribadi belum disertai dengan jelas mengenai batasan, mekanisme serta

pengawasan dalam penerapan pengeculian dalam pasal ini. Dan dalam pasal

12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

belum jelas memberikan perlindungan hak-hak korban, khususnya dalam

kasus kebocoran data pribadi.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

telah mengatur berbagai aspek terkait pemrosesan dan pelindungan data

pribadi, termasuk sanksi bagi pelaku pelanggaran. Namun, mekanisme

pemulihan hak korban pencurian data pribadi masih belum optimal.

Pengaturan yang tersedia saat ini hanya berfokus pada sanksi administratif

dan pidana bagi pelaku, sementara pelindungan serta pemulihan hak-hak

korban, khususnya dalam aspek non-materiil seperti pemulihan privasi dan

reputasi, masih belum diatur secara komprehensif.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

merupakan landasan hukum dalam mengatur pengelolaan dan pelindungan

data pribadi, namun masih terdapat berbagai tantangan, seperti penegakan
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hukum yang belum optimal, dan belum jelasnya mekanisme pemulihan hak

subjek data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang

lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk

penguatan regulasi terkait pemrosesan data di dunia digital yang semakin

canggih, seperti kecerdasan buatan dan metaverse. Dengan adanya

pembaruan hukum yang progresif, pelindungan data pribadi di Indonesia

dapat lebih kuat, transparan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

B. Saran

1. Penyempurnaan regulasi kepastian hukum. Pemerintah dan pemangku

kepentingan sefera melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

serta membentuk aturan turunan dari undang-undang ini yaitu Peraturan

Pemerintah terkait Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

Pribadi.

2. Peningkatan mekanisme pemulihan hak korban. Pemerintah perlu

menetapkan prosedur yang lebih konkret terkait pemulihan data, rehabilitasi

reputasi, serta pelindungan jangka panjang bagi korban, termasuk dalam

lingkungan digital yang terus berkembang. Hal ini dapat dilakukan melalui

pembentukan lembaga khusus/lembaga independent dalam menangani

pengaduan dan pemulihan hak korban.

3. Penyesuaian Regulasi dengan Perkembangan Teknologi, Regulasi terkait

pelindungan data pribadi harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap

perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan

metaverse. Diperlukan kebijakan yang memungkinkan pembaruan aturan

secara berkala agar selalu relevan dengan tantangan baru di dunia digital.
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